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Abstrak
 

Penerapan sanksi pidana denda atas pelanggaran hukum memiliki sejarah panjang, di mana setiap peradaban

dan budaya memiliki bentuk hukuman sendiri untuk pelanggaran hukum. Pemidanaan, yang identik dengan

pemberian hukuman, mengacu pada penderitaan yang sengaja diberikan kepada individu yang melanggar

hukum, sebagaimana didefinisikan oleh para ahli hukum. Penelitian ini mengkaji penerapan pidana denda

dalam tindak pidana persaingan usaha di Indonesia setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6

Tahun 2023, yang menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022

tentang Cipta Kerja menjadi undang-undang. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas pidana

denda sebagai instrumen hukum dalam menegakkan persaingan usaha yang sehat serta implikasi hukum dari

perubahan regulasi tersebut. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan peraturan

perundang-undangan dan studi kasus. Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 telah

menyebabkan dekriminalisasi terhadap beberapa tindak pidana persaingan usaha, mengalihkan pendekatan

dari penegakan pidana ke penegakan administratif. Dekriminalisasi ini bermasalah karena berpotensi

mengurangi efek jera yang dapat diberikan oleh sanksi pidana, termasuk denda. Penegakan pidana yang

efektif dapat memiliki efek jera yang signifikan terhadap pelanggar, seperti yang dibuktikan oleh praktik di

yurisdiksi lain seperti Amerika Serikat. Potensi denda sebagai alat penegakan hukum yang kuat belum

sepenuhnya dioptimalkan dalam kerangka regulasi baru ini. Penelitian ini menyimpulkan bahwa sejak

diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, pendekatan penegakan hukum pidana dalam

persaingan usaha telah bergeser, lebih memilih penegakan administratif daripada sanksi pidana.

Dekriminalisasi ini dianggap kurang menguntungkan karena penegakan pidana yang efektif, termasuk

denda, dapat memberikan efek jera yang signifikan, seperti yang dibuktikan oleh praktik di Amerika Serikat.

Selain itu, potensi denda sebagai alat penegakan hukum yang kuat belum sepenuhnya dioptimalkan.

Rekomendasi penelitian ini termasuk tinjauan lebih mendalam oleh pemerintah mengenai potensi re-

kriminalisasi terhadap tindak pidana persaingan usaha yang serius, terutama kartel hardcore seperti

penetapan harga, pembatasan produksi, dan pembagian pasar. Selain itu, perlu ada evaluasi mekanisme saat

ini untuk menghitung denda dan menghapus batas maksimum denda untuk meningkatkan kepatuhan dan

menciptakan lingkungan usaha yang lebih kompetitif dan adil di Indonesia.

......The imposition of criminal fines for legal violations has a long history, with each civilization and culture

having its own forms of punishment for such violations. Penalization, synonymous with sentencing, refers to

the suffering intentionally imposed on individuals who break the law, as defined by legal experts. This study

examines the application of criminal fines in business competition offenses in Indonesia following the
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enactment of Law No. 6 of 2023, which established the Government Regulation in Lieu of Law No. 2 of

2022 on Job Creation as law. The research aims to analyze the effectiveness of criminal fines as a legal

instrument in enforcing fair business competition and the legal implications of the regulatory changes. The

method used is normative juridical with a legislative and case study approach. The enactment of Law No. 6

of 2023 has led to the decriminalization of certain business competition offenses, shifting the approach from

criminal enforcement to administrative enforcement. This decriminalization is problematic as it potentially

reduces the deterrent effect that criminal sanctions, including fines, can provide. Effective criminal

enforcement can have a significant deterrent effect on violators, as evidenced by practices in other

jurisdictions such as the United States. The potential of fines as a powerful enforcement tool has not been

fully optimized under the new regulatory framework. The study concludes that since the enactment of Law

No. 6 of 2023, the approach to criminal law enforcement in business competition has shifted, favoring

administrative enforcement over criminal penalties. This decriminalization is considered less favorable

because effective criminal enforcement, including fines, can provide a significant deterrent effect, as

evidenced by practices in the United States. Moreover, the potential of fines as a powerful enforcement tool

has not been fully optimized. The study's recommendations include a deeper review by the government

regarding the potential re-criminalization of serious business competition offenses, especially hardcore

cartels such as price-fixing, production limitations, and market division. Additionally, there should be an

evaluation of the current mechanisms for calculating fines and removing maximum fine limits to enhance

compliance and create a more competitive and fair business environment in Indonesia.


